BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA OBJEK

Menimbang

Mengingat

WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,
bahwa  kebebasan  melakukan  perjalanan dan
memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata
merupakan bagian dari hak asasi manusia;

bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari
pembangunan Kabupaten Pangandaran yang dilakukan
secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan,
dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan
perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang
hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu
lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf f Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan setiap
wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi
untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi;

bahwa  untuk menentukan  penyedia  asuransi
kecelakaan diri pada objek wisata di Kabupaten
Pangandaran perlu dilakukan proses pengadaan;

bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, b, c,
dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Asuransi Kecelakaan Diri pada
Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA OBJEK WISATA DI
KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal 1
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KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

oo

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling
terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi
utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata
yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya.

Kontes  adalah  metode  pemilihan Penyedia  Barang yang
memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga
pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan
harga satuan.

Asuransi adalah atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang memberikan jaminan
atau proteksi terhadap risiko kematian, cacat tetap, dan biaya perawatan
atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan pada objek wisata.
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ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;

b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;

f. kelestarian;

g. partisipatif;

h. berkelanjutan;
i. demokratis;

j- kesetaraan; dan
k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Untuk memberikan kenyamanan dan menjaga keselamatan para
pengunjung/ wisatawan perlu dilindungi dengan asuransi.

Pasal 5

Perlindungan bagi pengunjung / wisatawan dikelola oleh perusahaan
asuransi yang telah Dberpengalaman dalam melaksanakan asuransi
kecelakaan diri pada objek wisata.

Pasal 6
MEKANISME PENGADAAN ASURANSI

(1) Pengadaan Asuransi Kecelakaan Diri pada Objek Wisata dilaksanakan oleh
Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur:
a. Unsur Sekretariat Daerah
b. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
c. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah
(2) Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan
kewenangan:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan Asuransi Kecelakaan Diri pada
objek wisata.
b. mengumumkan secara luas pengadaan Asuransi Kecelakaan Diri pada
objek wisata.
c. melakukan penilaian terhadap penawaran asuransi melalui ekspose /
beauty contest.
d. mengumumkan pemenang penyedia asuransi.
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e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
(4) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 7

Perusahaan asuransi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, harus
melakukan, membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan asuransi
pada objek wisata di Kabupaten Pangandaran dengan Bupati, sesuai
ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengumuman pada media cetak dibebankan kepada
Perusahaan Asuransi yang ditetapkan sebagai pemenang.

Pasal 9

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh sekretaris daerah.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Juli 2017
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap
JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
ala Bagian Hukum
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